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BUPATI PEMALANG

PERATURAN BLPATI PEMALANG
NOMOR 52 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA

a

I

t-d

L

G,

DINAS DAERAH KABUPATEN PEMALANG
BUPA'! PEMALANG,

bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 12 Tahun 200% rentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok,
Fungsi dan Tata Kerja [Dinas Daerah Kabupaten Pemalang,

bahwa berdasarkan poriimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungs
dan Tata Kerja Dinas [Daerah Kabupaten Pemalang.

Undang-Undang Nomaor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten delam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah,

Undang-Undang ™omor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041), sebagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentanc Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokaol-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1299 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namor 3890),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (l_embaran Negara Republik Indonesia Nomor 53.
Tambahan Lembaran cgara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana beberagak.ali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 200+ tentang Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara
Republik Indonesia '[ahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Namaor 4844);

Peraturan Pemerintali Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-1_ndang Nomor 13 Tahun 1950

Peraturan Pemerintak Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenany
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran hegara Republik Indonesia Nomor 4262);
Peraturan Pemerintal ~Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737),
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8 Peraturan Pemerintih Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (I ¢mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambalin Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741),

9 Peraturan Presiden “omor | Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan:

[0 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Tekms Peratzan Organisasi Perangkat Daerah,

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor | Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Pemalany ¢ Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
2008 Nomor 1 });

12, Peraturan Daerah Kaibupaten Pemalang Nomeor 12 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dun Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12)

MEMI 11 SKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK,

FUNGS]I DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
PEMALANG

BaB1
KETEN L AN UMUM

|’L:"I<‘1I ].

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud <enuan

E:

-

-

Daerah adalah Kabupaten Pemalang;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Dacrah sebagai unsur penvelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Pemalang,

Perangkat Daerah adalah unsur pembarnit kepala daerah vang terdiri dari sekretariat daerah,
sekretariat DPRD, dinas daerah. lembai:a (cknis dacrah, kecamatan dan kelurahan,
Sckretarial Daerah adalah Sekretanat [Dacerah Kabupaten Pemalang;,

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Pemalang.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatzn Kabupaten Pemalang,

Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas ek zrjaan Umum Kabupaten Pemalang;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infirmatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Pemalang.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menenzih, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah. Perincustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pemalang,

Dinas Pertanian dan Kehutanan adalin Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten
Pemalany,

Dinas Kelautan dan Perikanan adalah 1)inas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang:
Dinas Kebudayaan dan Parwisata adzlah Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kabupaten
Pemalang.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keu:zngan dan Aset Daerah adalah Dinas Pendapatan.
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeral kabupaten Pemalang,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pemalang:



hitp:/jdih.pemalangkab.go.id/

17

Tugas adalah proses mengolah bahar bona dengan menggunakan perangkat kerja untuk
memperoleh hasil kerja |

Fungsi adalah jabatan/pekerjaan vang 1 aksanakan |

Tata kerja adalah keputusan vang memuat hubungan antar elemen struktural, wewenang
dan fungsi serta mekanisme kerja organisasi:

Unit Pelaksana Tekmis Dinas vang sclanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana
Teknis Dinas Daerah Kabupaten Pemalang;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan v:ing menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnva didasarkan pada keahlian dan’ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional vang terdin dari
sejumlah tenaga ahli dalam jenjany abatan fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai keahliannya

BABII
DINAS DAERAH

Pisal 2

Dinas Daerah Kabupaten Pemalang, terdir dai .

i o] - o o T > o R

o 2¢

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Ragy,

Dinas Kesehatan:

Dinas Pekerjaan Umum,

Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dun Informatika,

Dinas Koperasi. Usaha Kecil Menengal  Perdagangan dan Penindustrian;
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmgasi;

Dinas Pertanian dan Kehutanan;

Dinas Kelautan dan Perikanan;

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuancan dan Aset Daerah;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan $ip/|

BAR HI

SUSUNAN ORGANISASI PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS DAERAH

Bagian Pertama
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Pusal 3

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari -

a.
b,

c

Kepala.
Sekretariat, terdiri dari

| Subbagian Perencanaan:

]

Subbagian Umum,

Tl

Subbagian Keuangan.

Bidang Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar terdiri dari

3
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1. Seksi Taman Kanak-Kanak |
Seksit Sekolah Dasar .

3. Seksi Sarana dan Prasarana Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar.
d  Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA 1erdini dan ¢

[

. Seksi SLTP
2 Seksi SLTA .
3.  Seksi Sarana dan Prasarana SLTP dan SLTA

¢  Bidang Tenaga Pendidik, terdin dan
1. Seksi Mutasi Tenaga Pendidik .

Seksi Pengembangan Profesi Tenzuu Pendidik |

b

3. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik
[ Bidang Pemuda dan Olah Raga, terdir cauri
I Seksi Pemuda .
Seksi Olah Raga |
Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga.

td

el

Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari -
I.  Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal |

Seksi Pendidikan Kesetaraan |

o

[

Seksi Pendidikan Masvarakat.
h  UPTD
I.  Kelompok Jabatan Fungsional.

e

Pisal 4

(1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olal Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang pendidil an, pemuda dan olah raga

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pchok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi -
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga .

b. penyelenggaraan urusan pemerintihan dan pelayanan umum di bidang pendidikan,
pemuda dan olah raga .

c. pembinaan dan pelaksanaan tug:s (i bidang pendidikan, pemuda dan olah raga :

. penyusunan rencana dan prograni monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang
pendidikan, pemuda dan olah ragn

e pelaksanaan koordinas: dan fasilitasi di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
[ pembinaan terhadap UPTD dalarn lingkup pendidikan, pemuda dan olah raga,
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan

fungsinva.

Faagraf 1
Schretanat
Pasal 3

(1) Sekretaniat mempunyal tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan
perencanaan, ketatausahaan, kel imasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan.
organisasi dan ketatalaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan.
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(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok =ebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretanat

mempunyail fungsi

a penyusunan perencanaan dan pen:koordinasian program dan kegiatan satuan kerja;

b pengelolaan ketatausahaan, kehun asan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan.
organisasi dan ketatalaksanaan.

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

d. pelaksanaan tugas lain yang dibeikian oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 6

Subbagian Perencanaan mempunyai {utas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan t<kn s di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan,

Subbagian Keuangan mempunyai tuzis pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teb.n . di bidang pengelolaan keuangan;

Subbagian Umum mempunyai tugss pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanar ickms di bidang ketatausahaan, kehumasan
kepegawaian, perlengkapan, orzamsasi dan ketatalaksanaan.

Paragraf 2
Bidang Pendidikan Taman Kinak-Kanak dan Sekolah Dasar
Pasal 7

Bidang Pendidikan Taman Kanak-kinah dan Sekolah Dasar mempunyai tugas pokok
melaksanakan pengelolaan pendidikar taman kanak-kanak dan sekolah dasar.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Se«olah Dasar mempunyai fungsi -

4. penyusunan perencanaan progran: (an kegiatan pendidikan taman kanak-kanak dan
sekolah dasar;

b. pelaksanaan pembinaan dan b wbingan. tekmis proses belajar mengajar dan
pengelolaan manajemen sekolah dasar;

¢. pelaksanaan akreditasi, pendiria® dan penutupan taman kanak-kanak dan sckolah
dasar ;

d. pelaksanaan fasilitasi dan pengaviasan kurikulum serta penggunaan buku pelajaran
bagi tingkat pendidikan dasar,

¢. pelaksanaan pengawasan, evaluas dan pelaporan kegiatan pendidikan taman kanak-
kanak dan sekolah dasar .

f.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal &

Seksi Taman Kanak-kanak mempuny i tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana
program kebutuhan guru, pengembaingan kurikulum, penilaian dan pembinaan
inventarisasi pengelolaan data pendidib 211 taman kanak-kanak

Scksi Sekolah Dasar mempunyai tuyis pokok melaksanakan penyusunan rencana dan
program kebutuhan guru, pengembarvun kurikulum, pembenian ijin serta pencabutan
pendirian satuan pendidikan, pemtiraan dan bimbingan pengelolaan manajemen,
penilaian kegiatan, pengadaan dan pend stribusian buku pelajaran dan materi ujian serta
blangko Surat Tanda Tamat Belajar Sckolah Dasar.
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(3)

(3)

(1)

Seksi Sarana dan Prasarana Taman kacak-Kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana penyelenggaraan pendidikan
Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasa:

Purauraf 3
Bidang Pendid kan SLTP dan SLTA
Pazal 9

Bidang Pendidikan SLTP dan SLTA nempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
pendidikan SL'TP dan SLTA

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pendidikan SLTP dan SLTA mempunye fungsi .

a.  penyusunan perencanaan prograi cin kegiatan pendidikan SLTP dan SLTA ;

b. pelaksanaan pembinaan dan bimoingan tcknis proses belajar mengajar dan
pengelolaan manajemen sekolah 5L'1P dan SLTA |

¢ pelaksanaan akreditasi, pelayanan ocrijinan, pendirian dan penutupan SLTP dan
SLTA

d pelaksanaan pengawasan, evaluaw dan pelaporan kegiatan pendidikan SLTP dan
SLTA |

¢ pelaksanaan tugas lain yang diberiken oleh Kepala Dinas sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pasal 10

Seksi SLTP mempunyai tugas polor melaksanakan penyusunan rencana program
kebutuhan guru, pengembangan kiriculum, penilaian dan pembinaan inventarisasi
pengelolaan data pendidikan tingkat leyutan pertama

Seksi SLTA mempunyai tugas pokok inelaksanakan penyusunan rencana dan program
kebutuhan guru, pengembangan kuri<ilum, pemberian rekomendasi serta pencabutan
pendirian satuan pendidikan, pembinian dan bimbingan pengelolaan manajemen,
penilaian kegiatan, pengadaan dan pend stribusian buku pelajaran dan materi ujian SLTA.

Seksi Sarana dan Prasarana SLTP can SLTA mempunyai tugas pokok melaksanakan
penyusunan rencana kebutuhan saranz penyelenggaraan pendidikan SLTP dan SLTA.

Purazraf 4
Bidang Tenaga Pendidik
Pasal 11

Bidang Tenaga Pendidik mempur.a tugas pokok melaksanakan pembinaan dan
pengendalian tenaga kependidikan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Tenaga Pendidik mempunyai fungsi

a. penyusunan perencanaan prograni dan kegiatan pembinaan tenaga pendidik |

b pelaksanaan pembinaan dan bimbingzan profesi tenaga pendidik |

o

pelaksanaan kegiatan pemindahan, jenempatan, pemberhentian dan pengembangan
tenaga pendidik ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva.
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(h

(2)

(1)

(2)

)

s

(

(1

(2)

Irasal 12

Seksi Mutasi Tenaga Pendidik memrounyal tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelavanan teknis di bidang mutasi tenaga pendidik

Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuzus serta pelayanan teknis di bidang pengembangan
profesi tenaga pendidik.

Seksi Pembinaan Tenaga Pendid Kk mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuuis serta pelayanan teknis di bidang pembinaan
tenaga pendidik.

Péarasraf 3
Bidang Pemuc.i dan Olah Raga
'asal 13

Bidang Pemuda dan Olah Raga meripunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan
kepemudaan dan keolahragaan

Dalam menyelenggarakan tugas pohok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemuda dan Olah Raga mempunyai funzsi

a penyusunan perencanaan progrim dan kegiatan pembinaan kepemudaan dan
keolahragaan;

b penyusunan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di bidang kepemudaan dan
keolahragaan .

pelaksanaan pembinaan organisas hepemudaan dan keolahragaan,

pelaksanaan pengembangan prestasi sepemudaan dan keolahragaan;

pelaksanaan evaluasi dan monitor ny kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
pelaksanaan tugas lain yang dibeiikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

= M O N

Pasal 14

Seksi Pemuda mempunyai tugas pokok menyiapkan dan  merumuskan  konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tek 11+ di bidang kepemudaan.

Seksi Olah Raga mempunyai tuges pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tek~15 di bidang olah raga

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dir Olah Raga mempunyai tugas pokok menyiapkan

dan merumuskan konsep kebutuhan -an pemenuhan sarana prasarana kepemudaan dan
keolahragaan

Paiavraf 6
Bidang Pendidikan ~on Formal dan Informal
Fasal 15

Bidang Pendidikan Non Formal dan Irformal mempunyai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan pendidikan masyarakat dun pendidikan anak usia dini serta pepustakaan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Bidang Pendidikan Non Formal dan 1nfo-mal mempunyai fungsi

a. penyusunan perencanaan program dan  kegiatan pendidikan masyarakat dan
pendidikan anak usia dini serta pengclolaan perpustakaan |
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b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis proses belajar mengajar, manajemen
sekalah dan pengembangan proles t=naga pendidikan non formal dan informal
melaksanakan akreditasi, pelavanan perijinan pendirian dan penutupan pendidikan
non formal dan informal ;

o

d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi din pelaporan kegiatan pendidikan non formal dan
informal serta pengelolaan perpusia<aan |

¢. pelaksanaan tugas lain yang diber xian oleh Kepala Dinas sesuai dengan fugas pokok
dan fungsinya

Paszl 16

Scksi Pendidikan Anak Usia Dimi Non Formal mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pendidikan anak
usia dini non formal

Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyvai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pendidikan kesetaraan

Seksi Pendidikan Masyarakat mempurval tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pendidikan masyarakat dan
pengelolaan perpustakaan

Bagian Kedua
Dinas kesehatan
Pizal 17

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah

da.

b

Kepala |

Bagian Tata Usaha, terdiri dari

1. Subbagian Perencanaan .
2. Subbagian Keuangan |
3. Subbagian Umum.

Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatun Lingkungan, terdiri dari -
L. Seksi Penyehatan Sanitast Dasar dan Permukiman ;

2. Seksi Penyehatan Industri dan Tempal- Tempat Umum |

3 Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan "emcliharaan Kesehatan Masyarakat
Bidang Kesehatan Keluarga, terdir dar

1 Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi :

2 Scksi Giai ,

3 Seksi Kesehatan Anak. Remaja dan | .ansia

Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penvakit, terdiri dari

I Seksi Pencegahan Penyakit |

k2

Seksi Pengamatan Penyakit .
3 Scksi Pemberantasan Penyakit.

Bidang Pelayanan Kesehatan, terdin dari

—

Seksi Pelavanan Akreditasi, dan Serulikasi Kesehatan |
2 Seksi Pembinaan Pelayanan Medik [Dasar Rujukan |

3. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan kesehatan

UPTD ;
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h

(r

(2)

(1)

(2)

(n

(2)

(3)

(1)

Kelompok Jabatan Fungsional

Pase] 18

Dinas Kesehatan mempunya tugas pox k melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebizaimana dimaksud pada avat (1), Dinas Keschatan
mempunyai fungsi -

a.  perumusan kebijakan tekmis di bidi ng kesehatan |

b.  penyelenggaraan urusan pemenntalan dan pelayvanan umum di bidang keschatan |
¢, pembinaan dan pelaksanaan tugas Jdi bidang kesehatan |
d  penvusunan program, monitorin: evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan |
e  pelaksanaan koordinasi dan fasil 1asi di bidang kesehatan |
d  pembinaan terhadap UPTD dalan ngkup kesehatan |
e, pelaksanaan tugas lain vang diberisan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.
Parguraf |
Sekretanat
Pusal 19

Sekretariat mempunyai tugas pokol. rmengkoordinasikan program dan melaksanakan
perencanaan, ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, Keuangan. perlengkapan,
organisasi dan ketatalaksanaan, serta ¢\ luasi dan pelaporan

Dalam menyelenggarakan tugas pokos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretanat
mempunyai fungsi

a. penyusunan perencanaan dan pengzoordinasian program dan kegiatan satuan kerja |

b pengelolaan ketatausahaan, keluonasan, kepegawalan, keuangan, perlengkapan,
organisasi dan ketatalaksanaan,

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelapor

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva

FFasal 20

Subbagian Perencanaan mempunyai tuias pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelavanan tehins di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Keuangan mempunyai tizzs pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelavanan tekn s di bidang pengelolaan keuangan.

Subbagian Umum mempunyai luges pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan leknis di bidang ketatausahaan, kehumasan,
kepegawaian, perlengkapan. organisasi lan ketatalaksanaan

Parazral 2
Bidang Promosi Kesehatin dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 21

Bidang Promosi Kesehatan dan Pervehatan Lingkungan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan di bidang prom 51 kesehatan dan penyehatan lingkungan.

-
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(2)

(1)

()

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pol.as sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Promosi Kesehatan dan Penyehatan v :kungan mempunyai fungsi :

a4 penyusunan perencanaan progradi Jdan Kegiatan promosi Keschatan dan penychatan
lingkungan :

b pelaksanaan pembinaan dan bimbiagan tekms promosi kesehatan dan penyehatan
lingkungan ;

¢ pelaksanaan fasilitasi dan pengawasan promosi  kesehatan dan  penyehatan
lingkungan .

d pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi kesehatan dan penyehatan
lingkungan .

e pelaksanaan tugas lain yang diberil.an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pasal 22

Seksi Penyehatan Sanitasi Dasar dan Permukiman mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksanaan 1igas serta pelayvanan teknis di bidang penyehatan
sanitasi dasar dan pemukiman.

Seksi Penyehatan Industi dan Termpat-Tempat Umum mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan merumuskan konsep puelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang
penvehatan industri dan tempat-tempat umum

Sekst Promosi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. mempunyai
tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan
teknis di bidang promosi kesehatan din jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat

Parayraf 3
Bidang Keselatan Keluarga
Masal 23

Bidang Kesehatan Keluarga mempuny: tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang

keschatan keluarpa

Dalam menyelenggarakan tugas pokot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi

4. penyusunan perencanaan progrer: dan kegiatan di bidang kesehatan keluarga
meliputi kesehatan reprodukst darn zizi .

b. pelaksanaan pembinaan dan bimtir zan teknis kesehatan reproduksi dan gizi |

¢ pelaksanaan promosi bidang kesehii'an keluarga |
pelaksanaan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan
reproduksi dan gizi |

e. pelaksanaan tugas lain yang diberilan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinvya

Fiasil 24

Scksi Kesehatan lbu dan Bayi memounyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelayani o teknis di bidang kesehatan ibu dan bayi

Seksi Gizi mempunyai tugas pokok m:nyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan
tugas serta pelayanan teknis di bidang peénanganan gizi.

Seksi Kesehatan Anak. Remaja dan | 7nsia mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tug.s serta pelavanan teknis di bidang kesehatan anak.
remaja dan lanjut usia.

[0
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g pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pa-al 28

Seksi Pelayanan Akreditasi dan Sertufikasi Kesehatan mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan merumuskan konsco pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang
pelayanan akreditasi dan sertifikasi se<chatan

Seksi Pembinaan Pelayanan Meaik Dasar dan Rujukan mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan merumuskan konsco pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang
pelayanan medik dasar dan rujukan.

Seksi Kefarmasian dan Perbekalan K :sehatan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tupas serta pelavanan teknis di bidang kefarmasian dan
perbekalan kesehatan

Bagizn Ketiga
Dinas Pelierjaan Umum

Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum rendin dari

= e

Kepala
Sekretariat, terdm darn
1. Subbagian Perencanaan ;

2 Subbagian Umum

Las

Subbagian Keuangan
Bidang Sumber Daya Air, Mineral dan Fnergi terdiri dari

1 Seksi Pembangunan Pengairan ;

551

Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Pzngairan
3 Seksi Sumber Daya Mineral dan Enerea
Bidang Bina Marga, terdini dan

| Sekst Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembutan .
3 Seksi Peralatan dan Laboratorium
Bidang Cipta Karya, terdin dari

[. Seksi Permukiman dan Tata Guna [ .ahan |
2. Seksi Perumahan ,
3. Seksi Tata Bangunan
Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah |
|- Seksi Penataan Ruang :
- Seksi Air Minum dan Air Limbah ;

Seksi Persampahan dan Drainase.
UPTD ;
Kelompok Jabatan Fungsional

[

Tad
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(1)

(2)

(1

Pasyl 30

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai (gss pokok melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang pekerjaan umum, perumahan. ceranahan, tata ruang, energi dan sumberdava

mineral.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam avat (1) Dinas

Pekerjaan Umum mempunyai fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di bizang pekerjaan umum, perumahan, pertanahan, tata
ruang. energi dan sumberdaya mineral ;

b penyelenggaraan urusan pemerintinan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan
umum, perumahan, pertanahan, 1.t 1uang, energi dan sumberdaya mineral .

¢. penyusunan program, monitorinz evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan
umum, perumahan, pertanahan, tata ruang. energi dan sumberdava mineral

d  pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang -pekerjaan umum, perumahan,
pertanahan, tata ruang, energi dan sumberdaya mineral |

¢. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup pekerjaan umum, perumahan, pertanahan,
tata ruang, energi dan sumberdavz mineral .

f pelaksanaan tugas lain yang diberkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Peragraf 1
Sekretanat

Pasitl 31

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan

perencanaan, ketatausahaan, kehuma:zn dan kepegawaian, keuangan. perlengkapan,

organisasi dan ketatalaksanaan, evaluasi can pelaporan serta jasa konstruksi

Dalam menyelenggarakan tugas pokol. <chagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

mempunyai fungs :
penyusunan perencanaan dan penghoordinasian program dan kegiatan satuan kerja;
pengelolaan ketatausahaan, ketvinasan, kepegawaian, keuangan perlengkapan,
organisasi dan ketatalaksanaan, ¢valuasi dan pelaporan serta jasa konstruksi:

¢, pelaksanaan evaluasi dan pelaporar |

d  pelaksanaan tugas lain vang dibcrican oleh Kepala Dinas sesual dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pasal 32

Subbagian Perencanaan mempunyai tugis pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tekn i di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan serta jasa konstrulsi

Subbagian Keuangan mempunyai tuzas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tekis 1 bidang pengelolaan keuangan

Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan.
kepegawaian, perlengkapan, organisas ¢un ketatalaksanaan
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(n

2)

(3)

(1

(2)

Piraaraf 2
Bidang Sumber Da+a Air, Mineral dan Energi

["asal 33

Bidang Sumber Daya Air, Mineral dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan
pembinaan ekploitasi dan pemanfaatan s.mberdaya air, mineral dan energi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokob sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Sumber Davya Air, Mineral dan Energi v empunyai fungsi ©

a. penyusunan perencanaan prog a1 dan kegiatan pengelolaan sumber daya air,
mineral dan energi .

b pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan ekploitasi dan pemanfaatan
sumber dava air, mineral dan encrug

pelaksanaan pembangunan pengzi-in ;

®

d.  pelaksanaan pengawasan, evaluusi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sumber daya
air, mineral dan energi ,

¢.  pelaksanaan tugas lain vang diberiban oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva.

I*asal 34

Seksi Pembangunan Pengairan mempu val tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelavaran tekms di bidang pembangunan pengairan.

Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan Per zairan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuges <erta pelayanan teknis pengaturan eksploitasi dan
pemeliharan pengairan

Seksi Sumber Daya Mineral dan 1 acrgt mempunyal tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuw.s serta pelayanan teknis pengelolaan sumber dava
mineral dan energi.

Parayral” 3
Bidany Bina Marga
Pasal 35

Bidang Bina Marga mempunvai tuuga pokok melaksanakan, pengaturan, pembinaan,
pembangunan dan pengawasan jalan dan jembatan,;

Dalam menyelenggarakan tugas pokol. schagaimana dimaksud pada avat (1), Bidang Bina
Marga mempunyai fungsi :

4. penyusunan perencanaan progra~dan kegiatan pengaturan Bina Marga |

b.  pelaksanaan pembinaan dan bimbir zan teknis kegiatan pembangunan, pemeliharaan
dan pengawasan di bidang Bina Marga |

¢.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporar kegiatan di bidang Bina Marga |

d. pelaksanaan tugas lain yang diberiaan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.
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(1)

(2)

(3)

(1)

Pasal 36

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan (ugas serta pelavunan teknis di bidang pembangunan jalan dan
Jembatan.

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelavanan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan
Jembatan

Seksi Peralatan dan Laboratorium mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelavinan teknis di bidang pengelolaan peralatan dan
laboratorium

Paragraf' 4
Bidary Cipta Karya
Pisal 37

Bidang Cipta Karya mempunyai tuzis pokok melaksanakan pengaturan, pembinaan.
pembangunan dan pengawasan saran: perumahan, tata bangunan, permukiman dan tata
guna lahan:

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Cipta Karya mempunyai [ungsi

a  penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan perumahan, tata
bangunan, permukiman dan tataguna lahan |

b pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan di bidang perumahan, tata
bangunan, permukiman dan tati guna lahan |

pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pembangunan di  bidang
perumahan. tata bangunan, perimukiman dan tata guna lahan :

3

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pihal 33

Seksi Permukiman dan Tata Guna Tahan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugass serta pelayanan teknis di bidang permukiman dan
tata guna lahan.

Seksi Perumahan mempunyai pokok rienyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan
tugas serta pelayvanan teknis di bidang perumahan.

Seksi Tata Bangunan mempunyai fucas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang tata bangunan

Parauraf 5
Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah
Pesal 39

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas pokok melaksanakan
penataan ruang dan pengaturan prasarana wilayah

7Y
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(2)

(1)

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokol: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Prasarana Wilayah dan Tata Ruang mempunyai fungsi

4 penyusunan perencanaan program dan kegiatan pengaturan 1ala ruang dan prasarana
wilayah |

b. pelaksanaan pembinaan dan binbingan teknis kegiatan di bidang penataan ruang
dan prasarana wilayah

¢.  pelaksanaan pengawasan, evaluus dan pelaporan pembarngunan di bidang tata ruang
dan prasarana wilayah :

d  pelaksanaan tugas lain yang dibzrl:an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pasal 40

Seksi Penataan Ruang mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penataan ruang.

Seksi Air Minum dan Air Limbah vempunyai pokok menyviapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelavenan teknis di bidang pengelolaan air minum dan air
limbah

Seksi Persampahan dan Drainase mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelayinin teknis di bidang pengelolaan persampahan dan
drainase.

Bagiin Keempat
Dinas Perhubungan, Kkamunikasi dan Informatika
PPasal 41

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Koriuikasi dan Intormatika, terdiri dari

(a)
(b)

(c)

(d)

(e)

()

Kepala ;
Sckretanat, terdiri dari -

| Subbagian Perencanaan |

12

Subbagian Keuangan |

LI ]

Subbagian Umum

Bidang Perhubungan Darat dan Laut, terdiri dari |
| Seksi Angkutan |

Seksi Lalu lintas dan Perparkiran

t

3 Seksi Terminal
Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, rardiri dari

1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermoror ;

2. Seksi Pengendalian dan Operasional
Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari

I Seksi Pos dan Telekomunikasi .

2. Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika.
LUPTD

Kelompok Jabatan Fungsional
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(2)

()

(2)

(3)

(1)

'a4al 42

Dinas Perhubungan, Komunikasi dar - formatika mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang perhubuingan, komunikasi dan informatika

Dalam menyelenggarakan wmgas pckok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informziika mempunyai fungsi:

a.  perumusan kebijakan teknis di hidang perhubungan, komunikasi dan informatika .

b. penyelenggaraan urusan pemcrntahan dan  pelayanan umum di  bidang
perhubungan, komunikasi dan irt: rmatika ;

c. penyusunan program, monitorinc evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan,
kemunikasi dan informatika |

d. pelaksanaan koordinasi dan fosilitasi di bidang perhubungan, komunikasi dan
informatika |

pembinaan terhadap UPTD dulim lingkup dinas perhubungan, komunikasi dan
informatika ;

P

f  pelaksanaan tugas lain yang diveirikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Puragraf 1
Scekretariat
Pasal 43

Sckretariat mempunyai tugas pokol. nengkoordinasikan program dan melaksanakan,
perencanaan, ketalausahaan, kchumisan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan.
organisasi dan ketatalaksanaan serta ¢va uasi dan pelaporan,

Dalam menyelenggarakan tugas pokox sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretanat
mempunyai fungsi

a  penyusunan perencanaan dan pengsoordinasian program satuan kerja ;

b pengelolaan ketatausahaan, kehiumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
organisasi dan ketatalaksanaan |

¢. pelaksanaan evaluasi dan pelapcian .

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberiban oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva.

Pasal 44

Subbagian Perencanaan mempunyai tu:as pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan lugas serta pelayanan tesnis di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Keuangan mempunyai tupas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis Jdi bidang pengelolaan keuangan.

Subbagian Umum mempunyai tugis pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pclaksanaan tugas serta pelayanar 1ekmis di bidang ketatausahaan. kehumasan,
kepegawaian, perlengkapan, orgamsasi (an ketatalaksanaan

Pzrasyraf 2
Bidang Perhubuncan Darat dan Laut

Pusal 45

Bidang Perhubungan Darat dan Lzt mempunyai tugas pokok melaksanakan dan
mengelola angkutan darat dan laut, lalu lintas dan terminal.

| 7
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(2)

(1)

(2)

Dalam menvelenggarakan tugas polok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Perhubungan Darat dan Laut mempunyai fungsi -

d.  penyusunan perencanaan preoram dan kegiatan penyelenggaraan manajemen
angkutan darat dan laut, lalu lin-as dan terminal |

b. pelaksanaan pembinaan dan bintingan teknis kegiatan di bidang angkutan darat
dan laut. lalu lintas dan termina

c. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan angkutan
darat dan laut, lalu lintas dan terminal;

d  pelaksanaan tugas lain yang dib<rican oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

casal 46

Seksi Angkutan mempunyai tugas 2okok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan telnis di bidang pengelolaan manajemen angkutan
darat maupun laut

Seksi lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelava-an teknis di bidang perekayasaan lalu lintas dan
perparkiran

Seksi Terminal mempunyal tuga: pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan terminal

Paragrafl 3
Bidang Teknis Sarana dan Prasarana
Pasal 47

Bidang Teknis Sarana dan Prasarang 1.empunyal tugas pokok melaksanakan penetapan
dan pengelolaan uji berkala kenda-ain bermotor, pengendalian dan operasionalisasi
angkutan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebizaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Teknis

Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi .

4. penyusunan perencanaan progiur dan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan uji
berkala kendaraan bermotor, peigendalian dan operasionalisasi angkutan;

b, pelaksanaan pembinaan dan binbingan teknis kegiatan di bidang pengelolaan uji
berkala kendaraan bermotor, pengendalian dan operasionalisasi angkutan;

¢. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan uji berkala
kendaraan bermotor, pengendalian dan operasionalisasi angkutan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diber kan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 48

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan uji
berkala kendaraan bermotor.

Seksi  Pengendalian dan Operasioral mempunyar tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan rtucas serta pelayanan teknis pengzendalian dan
operasionalisasi angkutan.
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(n

(2)

Paragraf 4
Bidang Komuihasi dan Informatika
Pazal 49

Bidang Komunikast dan Informasi rempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan

pembangunan pos dan relekomunikasi «rta pengembangan komunikasi dan informatika.

Dalam menlaksanakan tugas poko. icbagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Komunikasi dan Informatika mempuny 21 fungsi .

a.  penyusunan perencanaan proozam  dan  kegiatan penyelenggaraan pos dan
telekomunikasi serta pengembangan komumkasi dan informatika |

b pelaksanaan pembinaan dan binli ngan teknis kegiatan di bidang penyelenggaraan
pos dan telekomunikasi serta penyembangan komunikasi dan informatika |

¢. pelaksanaan pengawasan, evaluaisi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan pos
dan telekomunikasi serta pengembangan komunikasi dan informatika ;

d  pelaksanaan tugas lain yang dibor «an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Fasild 50

Seksi Pos dan Telekomunikasi men punyal tugas pokok menyiapkan dan merumushan
konsep pelaksanaan tugas serta peliy:nan teknis di bidang penvelenggaraan pos dan
telekomunikasi

Seksi Pengembangan Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksarzin tugas serta pelayanan teknis di bidang
pengembangan komunikasi dan inforimg ka

Bagian Kelima
Dinas Koperasi. Usaha Kecil Msnengah. Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 51

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha hecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

adalah
a Kepala
b Sekretariat, terdiri dari :

| Subbagian Perencanaan |

(B

Subbagian Umum

3 Subbagian Keuangan

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menerzah, terdin dari

| Seksi Pemberdavaan Koperasi dan U s3ha Kecil Menengah -

b3

Sekst Pengembangan Kelembagaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpen Pinjam
Bidang Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, terdin dari -

1 Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertanian :

I3

Seksi Pengolahan Hasil Hutan day "erkebunan ;
Seksi Industri Kimia

bk

Bidang Industri Ancka, terdiri dari :

I, Seksl Industri Logam, Mesin, dan I'crekayasaan |
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(1)

(2)

(1)

(2)

t-d

Seksi Industri Tekstil dan Produk | ekstil |
3. Seksi Industri Aneka Kerajinan
Bidang Perdagangan, terdin dari .

1. Seksi Usaha Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Neger .

[ )

Seksi Informasi dan Promosi |

Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen.

Ll

Bidang Pasar |

I Seksi Sarana dan Prasarana .
2. Seksi Pendapatan Pasar.
UPTD;

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 52

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menci2ah. Perindustrian dan Perdagangan mempunyai
tugas pokok melaksanakan urusan cemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil
menengah, perindustrian dan perdagang in

Dalam melaksanakan tugas pokok sebeiaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi.

Usaha Kecil Menengah, Perindustrian ¢.an Perdagangan mempunyai fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di biding koperasi, usaha kecil menengah perindustrian
dan perdagangan .

b penyelenggaraan urusan pemenntahan dan pelayanan umum di bidang koperasi,
usaha kecil menengah, perindustriin dan perdagangan ;

c. pelaksanaan penyusunan rencani lan program, monitoring. e¢valuasi dan pelaporan
di bidang koperasi, usaha kecil netengah, perindustnan dan perdagangan,

d  pelaksanaan koordinasi dan fusilitasi di bidang koperasi, usaha kecil menengah,
perindustrian dan perdagangan:

L]

pembinaan terhadap UPTD dalim lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah
Perindustrian dan Perdagangan

f  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya

Paragrat |
Sckretariat

Paval 53

Sekretariat mempunvai tugas pokcel mengkoordinasikan program dan melaksanakan
perencanaan, ketatausahaan, kehu vasan.  kepegawaian, keuangan, perlengkapan
organisasi dan ketatalaksanaan, serta ¢, aluasi dan pelaporan,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada aval (1), Sekretanat
mempunyai fungsi

a. penvusunan perencanaan dan penghoordinasian program dan kegiatan satuan kerja |

b pengelolaan ketatausahaan, kehumnasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
rumah tangga, organisasi dan keratalaksanaan.

pelaksanaan evaluasi dan pelapora |

pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

20
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(1)

()

(2)

(3)

(1)

Paval 54

Subbagian Perencanaan mempunyas tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan.
evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan lugas serta pelayanan tchoos di bidang pengelolaan keuangan

Subbagian Umum mempunyai lugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayan:n teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan,
kepegawaian, perlengkapan, organisas dan ketatalaksanaan

Paragraf 2
Bidang Koperasi dan [Jsaha Kecil Menengah
Pasal 55

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil “ienengah mempunyai tugas pokok melaksanakan
keglatan di bidang pemberdayaan dzu pengembangan kelembagaan koperasi serta usaha
kecil menengah dan fasilitasi pembizvnan dan simpan pinjam.

Dalam menyelenggarakan tugas posci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Koperasi dan Usaha Kecil Menengali mempunyai fungsi

a. penyusunan perencanaan progein dan kegiatan di bidang pemberdayaan dan
pengembangan kelembagaan kopsrasi serta usaha kecil menengah dan fasilitasi
pembiavaan dan simpan pinjam

b. pelaksanaan pembinaan dan buntingan teknis pemberdayaan dan pengembangan
kelembagaan koperasi serta usahe kecil menengah dan fasilitasi pembiayaan dan
simpan pinjam ;

¢ pelaksanaan pengawasan, evaiasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan dan
pengembangan kelembagaan kuporasi serta usaha kecil menengah dan fasilitasi
pembiayaan dan simpan pinjam

d. pelaksanaan tugas lain yang ciberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Pasil 56

Seksi Pemberdayaan Koperasi dan _:aha Kecil Menengah mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan merumuskan kornszp pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di
bidang pemberdayaan koperasi dan usala kecil menengah.

Seksi Pengembangan Kelembagaan K:perasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai
tugas pokok menyiapkan dan meruniskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan
teknis di bidang pengembangan kelerr Fugaan koperasi dan usaha kecil menengah

Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Smipan Pimam mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang fasilitasi
pembiayaan dan simpan pinjam

Purauraf 3
Bidang Industri Kinna, Agro dan Hasil Hutan
Pasal 57

Bidang Industnn Kimia, Agro dan Ha<i [lutan mempunyai tugas pokok melaksanakan
kegiatan di bidang industri kimia, pertivan, kehutanan dan perkebunan
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(2)

(3)

(n

(2)

(1)

Dalam menyelenggarakan tugas posch sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Industni Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai fungsi

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan industri
kimia, pertanian, kehutanan dar perkebunan |

bh. pelaksanaan pembinaan dan birbingan teknis penvelenggaraan industri kimia,
pertanian, kehutanan dan perkeburan .

c. pelaksanaan pengawasan, evaluzsi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan industri
kimia, pertanian, kehutanan dan perkebunan |

d. pelaksanaan tugas lain yang diberican oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Hasal 5%

Seksi Industri Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugss serta pelayvanan teknis di bidang pengolahan hasil
pertanian.

Seksi Pengoiahan Hasil ITutan dan Pe-l.zbunan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan

merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengolahan hasil
hutan dan perkebunan.

Seksi Industri Kimia mempunyai tuzas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayvanan teknis di bidang pengembangan industri kimia

Parauraf 4
Bidang Incustn Aneka
Pasal §9

Bidang Industi  Aneka mempunyzi tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang
industri logam, mesin, tekstil dan aneka <erajinan

Dalam menyelenggarakan tugas pokol: sebagaimana dimaksud pada avat (1), Bidang

Industri Aneka mempunyai fungs:

a4  penyusunan perencanaan prograin dan kegiatan di bidang penyelenggaraan industri
logam, mesin, tekstil dan aneka lerajinan .

b.  pelaksanaan pembinaan dan b mbingan teknis penyelenggaraan industri logam,
mesin, tekstil dan aneka kerajinan :

¢.  pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penvelenggaraan industri
logam, mesin, tekstil dan aneka ke-3jinan ;

d  pelaksanaan tugas lain yang dibeiican oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasz]l 60

Seksi Industri Logam, Mesin dan Percla  asaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang industri logam,
mesin dan perekayasaan

Seksi Industri Tekstil dan Produk !esstil mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang industr tekstil
dan produk rekstil

Seksi Industn Aneka Kerajinan merpunyal tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang industri aneka kerajinan

Lk
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(1)

(2)

(1

(2)

Parayraf 3
Bidang Perdagangan
Paral 61

Bidang Perdagangan mempunyai lugzas pokok melaksanakan kegiatan di bidang

perdagangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokol sebagaimana dimaksud pada avyat (1), Bidang

Perdagangan mempunvai fungsi -

a. penyusunan perencanaan program Jan kegiatan di bidang usaha perdagangan untuk
potensi dalam negeri maupun |uar negeri. pelaksanaan promosi dan perlindungan
konsumen |

b. pelaksanaan pembinaan dan Dbuubingan teknis penyelenggaraan perdagangan.
promosi dan perlindungan konsumun |

¢. pelaksanaan pengawasan, evaluas dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan usaha
perdagangan dalam negeri maupun luar negeri, pelaksanaan promosi dan
perlindungan konsumen |

d. pelaksanaan tugas lain yang dibsrican oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pazal 62

Seksi Industni Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan merumuskan konsep peiaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang
mdusiri perdagangan dalam negeri dar luar negert

Seksi Informasi dan Promosi mempunval tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan tckms di bidang pelaksanaan informasi dan
promasi.

Seksi Distribusi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang distribusi dan
perlindungan konsumen.

Paragraf 6
Bidany Pasar

Pasal 63

Bidang Pasar mempunyai tugas pokok rmelaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana
serta pendapatan pasar

Dalam menyelenggarakan tugas pokuk sebagaimana dimaksud pada avat (1), Bidang

Pasar mempunyai fungsi

4 penyusunan perencanaan prograri dan kegiatan di bidang pengelolaan sarana dan
prasarana serta pendapatan pasar

b. pelaksanaan pembinaan dan bimbhirgan teknis penyelenggaraan pengelolaan sarana
dan prasarana serta pendapatan pasar |

c. pelaksanaan pengawasan. evaluusi dan pelaporan kegiatan penyelenggaraan
pengelolaan sarana dan prasaranz s:rta pendapatan pasar :

d. pelaksanaan tugas lain yang diberik an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

=3
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Fusal 64

(1) Scksi Sarana dan Prasarana memjurvai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelivanan teknis di bidang pengelolaan sarana dan
prasarana pasar.

(2)  Seksi Pendapatan Pasar mempunyai '1.0as pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pendapatan pasar

Bagiin Keenam
Dinas Sosial, Tenaza Kerja dan Transmigras

I*asal 65

Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Keija dan Transmigrasi. terdiri dari -
a. Kepala
b.  Sekretanat, terdiri dan :
a. Subbagian Perencanaan
b, Subbagian Keuangan
¢, Subbagian Umum
c Bidang Sosial. terdiri dari ¢
1. Seksi Bina Sosial ;
2. Seksi Pelayanan Sosial |
3. Secksi Rehabilitasi dan Bantuan Soeal -
d.  Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Pelutinan dan Produktivitas, terdini dari .
I Seksi Informasi Pasar Kerja dan a1 luasan Kesempatan |
2. Seksi Pelatihan dan Peningkatan Produktivitas -
3. Seksi Pengerahan dan Penempatin Tenaga Kerja
¢.  Bidang Hubungan Industrial. Syarat K :1 i dan Pengawasan. terdiri dari -
[.  Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja

k2

Seksi Pengawasan Ketenagakerja i .
3. Scksi Kesgjahteraan Kerja dan B ni Jamsostek
f Bidang Transmigrasi, terdiri dan

I Seksi Pendaftaran, Pengerahan dian Penvolahan .

3

2 Seksi Kerjasama Antar Daerah ;

3 Seksi Pembinaan dan Perpindaharn
LUPTD

h.  Kelompok Jabatan Fungsional

I

Piiaai! 66

(1) Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Trarsiigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan di bidang sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi

(2)  Dalam melaksanakan tugas pokok sehiigi imana dimaksud dalam avat (1), Dinas Sosial,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempun i fungsi -

a  perumusan kebijakan teknis di bicing sosial, ketenagakerjaan dan transmigrasi |
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(1

{(2)

()

(2)

b. penyelenggaraan uwrusan pemeriiitahan dan pelayanan umum di bidang sosial,
ketenagakerjaan dan transmigrzsi

¢. pelaksanaan koordinasi dan Goalitasi di bidang sosial, ketenagakerjaan dan
transmigrasi .

d. pelaksanaan penyusunan rencaid dan program, maonitoring, evaluasi dan pelaporan
di bidang sosial, ketenagakerjaz 1 dan transmigrasi |

e pembinaan terhadap UPTD Calam lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi |

t  pelaksanaan tugas lain yang dibikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya

IFuagraf 1
Sedoetanat
Pusal 67

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan program dan melaksanakan
perencanaan, ketatausahaan, kehuimisan.  kepegawalan, perlengkapan, keuangan,
organisasi, dan ketatalaksanaan serta vvuluasi dan pelaporan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok schagaimana dimaksud pada avat (1), Sekretanat
mempunyai fungsi :
a. penyusunan perencanaan dan peagoordinasian program dan kegiatan satuan kerja ,
b pengelolaan ketarausahaan. kenimasan, kepegawaian keuangan, perlengkapan,
rumah tangga, organisasi dan kciatlalaksanaan.
pelaksanaan evaluasi dan pelapoiua
d  pelaksanaan tugas lain yvang dibzr <an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 68

Subbagian Perencanaan mempunyal (ugzas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelavanan tckins di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Keuangan mempunyai tizis pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tekni: di bidang pengelolaan keuangan.

Subbagian Umum mempunyal tugis pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelavanan teknis di bidang ketatausahaan, kchumasan.
kepegawaian. perlengkapan, organisas -an Ketatalaksanaan.

Paragral' 2
Biudera Sosial
Pasal 69

Bidang Sosial mempunyal tugas pobkol. melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan
sosial. pelayanan sosial, rehabilitasi diun cantuan sosial,

Dalam menyelenggarakan tugas pohol. scbagaimana dimaksud pada aval (1), Bidang
Sosial mempunyai fungsi
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(n

2)

(1)

(h

(2)

(1

0.id ' . . "

penyusunan pgren'car{aan proccen dan kegiatan di bidang pembinaan sosial
pelayanan sosial, rehabilitasi dar wuntuan sosial;

b pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pembinaan sosial, pelayanan sosial.
rehabilitasi dan bantuan sosial:

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluzsi dan pelaporan kegiatan pembinaan sosial,
pelayanan sosial, rehabilitasi dar ~antuan sosial;

d pelaksanaan tugas lain yang diberican oleh Kepala Dinas sesuai dengan Lugas pokok
dan fungsinya.

Paval 70

Seksi Bina Sosial mempunyai tucas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanazn tugas serta pelayanan tet 11 di bidang pembinaan sosial.

Seksi Pelayanan Sosial mempunyai (ugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tebn s di bidang pelayanan sosial.

Seksi Rechabilitasi dan Bantuan Sosal mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merunuskan konsep pelaksanaan tugis serta pelayanan teknis di bidang rehabilitasi dan
bantuan sosial

Parugraf 3
Bidang Penempatan Tenaga korja, Pelatihan dan Produkiivitas—"
Panal 71

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Fulitihan dan Produktivitas mempunyai tugas pokok

melaksnakan kegiatan di bidang pencmpatan tenaga kerja. pelatihan dan peningkatan

produktivitas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokol. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Penempatan Tenaga Kerja, Pelatihan dan Produktivitas mempunyai fungsi .

a  penyusunan perencanaan progran dan kegialan di bidang penempatan tenaga kerja.
pelatihan dan produktivitas .

b pelaksanaan pembinaan dan biml ngan teknis penempatan tenaga kerja, pelatihan
dan produktivitas ;

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penempatan tenaga kerja,
pelatihan dan produktivitas |

d. pelaksanaan tugas lain yang dibenlan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan [ungsinya

Iasal 72

Seksi Informasi Pasar Kerja dan Perivasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan merumuskan konsep polaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang
informasi pasar kerja dan perluasan kosempatan kerja.

Scksi Pelatihan dan Peningkatan Produstivitas mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuces serta pelayanan teknis di bidang pelatihan dan
peningkatan produktivitas

Scksi Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksanaar (ugas serta pelayanan teknis di bidang pengerahan
dan penempatan tenaga kerja.

Pasal 73

Bidang Hubungan Industrial, Syara: “erja dan Pengawasan mempunyai tugas pokok
melaksanakan kegiatan di bidang hubungan industrial, syarat kerja. pengawasan
ketenagakerjaan, kesejahterasn kerja a1 bina jamsostek

Dalam menyelenggarakan tugas pokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Pengawasan mempunyai fungsi -

am dan kegiatan di bidang hubungan industrial.
kerjaan, kesejahteraan kerja dan bina jamsostek,

4 penyusunan perencanaan progr
syarat kerja, pengawasan keten

b. pelaksanaan pembinaan dan bir-tingan teknis di bidang hubungan industrial, syarat
kerja, pengawasan ketenagakerjian, kescjahteraan kerja dan bina jamsostek.

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluisi dan pelaporan kegiatan di bidang hubungan
industrial, syarat kerja, pengaw.san ketenagakerjaan, kesejahteraan kerja dan bina
Jjamsostek,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberisan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 74

Scksi Hubungan Industrial dan Syani Kerja mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugs serta pelayanan teknis di bidang hubungan
industrial dan syarat kerja.

Seksi  Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tu s serta pelavanan teknis di bidang pengawasan
ketenagakerjaan

Seksi Kesejahteraan Kerja dan Bina la-isostek mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuges serta pelayanan teknis di bidang kesejahteraan
kerja dan bina jamsostek

Paragraf S
Bidang Transmigrasi
Pasal 75

Bidang Transmigrasi mempunya tugas pokok melaksanakan kegiatan bidang

ketransmigrasian

Dalam menyelenggarakan tugas pohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Transmigrasi mempunyai fungsi

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pendaftaran, pengerahan,
pengolahan penduduk. kerjaszma antar dacrah dan pembinaan serta perpindahan
penduduk

b pelaksanaan pembinaan dan biroingan teknis di bidang pendaftaran. pengerahan,
pengolahan penduduk, kerjaszna antar daerah dan pembinaan serta perpindahan
penduduk |

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pendaftaran,
pengerahan, pengolahan penduduk, kerjasama antar daerah dan pembinaan serta
perpindahan penduduk :

d. pelaksanaan tugas lain yang diburi<an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya
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Seksi Pendaftaran, Pengerahan dan Penzolahan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tucac serta pelayanan teknis di bidang pendafiaran,
pengerahan dan pengolahan penduduk

Seksi Kerjasama antar Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelaianan teknis di bidang pengembangan kerja sama
antar daerah.

Seksi Pembinaan dan Perpindahan mempunvai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tupus serta pelayanan teknis di bidang pembinaan dan
perpindahan penduduk

Bag an Ketujuh
Dinas Pertarnian dan Kehutanan
IPasal 77

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Kehuranan, terdini dari

(n

Kepala ;
Sekretanat, terdiri dari ¢

. Subbagian Perencanaan ,

(]

Subbagian Keuangan ;
3 Subbagian Umum .
Bidang Tanaman Pangan, terdin dari

I.  Seksi Produksi Tanaman Pangan |

=

Seksi Pengelolaan Lahan dan A r
3. Seksi Pembinaan dan Pasca Paner
Bidang Kehutanan, terdm dari
I.  Seksi Produksi dan Peredaran Husil Hutan |

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan |

J

3 Scksi Perlindungan dan Keamanan Hutan
Bidang Perkebunan, terdin dar

. Seksi Pengembangan Usaha Perh.¢bunan |
2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan |
3. Seksi Produksi Perkebunan.
Bidang Peternakan, terdir darn :

1. Seksi Produksi Peternakan ;

2 Seksi Kesehatan Hewan dan Mesvarakat Veterinair |
3. Seksi Pelavanan Usaha Peternak.an
UPTD
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 78
Dinas Pertanian dan Kehutanan mempunyal tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian dan kchutanan.

28
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(2)

(1)

(2)

()

(2)

(3)

(1)

Dalam menvyelenggarakan tugas pchob sebagaimana dimaksud pada avat (1), Dinas
Pertanian dan Kchutanan mempunye [:ngsi

a  perumusan kebijakan teknis di hidang pertanian dan kehutanan ;

b.  penvelenggaraan urusan peme riahan dan pelayanan umum di bidang pertaman
dan kehutanan |

pelaksanaan koordinasi dan tas:litisi di bidang pertanian dan kehutanan |
pelaksanaan penyusunan rencana Jan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan
di bidang pertaman dan kehutaran |

¢. pembinaan terhadap UPTD dalin lingkup Dinas Pertaman dan Kehutanan |

f  pelaksanaan tugas lain yang dicerikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya,

Paragrafl 1
Sckretanat
I'asal 79

Sekretanat mempunvai tugas pokoh nengkoordinasikan program, dan melaksanakan
perencanaan, ketatausahaan, kehumisan. kepegawaian, keuangan, perlengkapan.
organisasi dan ketatalaksanaan serta ¢valuasi dan pelaporan,

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi
a. penyusunan perencanaan dan penyoordinasian program dan kegiatan satuan kerja :

b pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
rumah tangga, organisasi dan kotatzlaksanaan,

pelaksanaan evaluast dan pelapoian |

le]

pelaksanaan tugas lain vang diberkan oleh Kepala Dinas sesuail dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal BO

Subbagian Perencanaan mempunyal tuyas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tekins di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan.

Subbagian Keuangan mempunyai tu2is pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan

Subbagian Umum mempunval tugis pokek menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan leknis di bidang ketatausahaan, kehumasan,
kepegawaian, perlengkapan, organisas Zan ketatalaksanaan

Parauraf 2
Bidang Tuaniman Pangan
I"asal 81

Bidang Tanaman Pangan mempuny:il ugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang
produksi tanaman pangan, pengelolazn 'ahan dan air, perlindungan tanaman pangan dan
pembinaan pasca panen.

Dalam menyelenggarakan tugas pokul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Tanaman Pangan mempunyai fungsi

_":.J
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(h

(

)

-
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(3)

(1)

(

9

)

a. penvusunan perencanaan program lun kegiatan di bidang produksi tanaman pangan,
pengelolaan lahan dan air, pe irdungan tanaman pangan dan pembinaan pasca
panen |

b pelaksanaan pembinaan dan birkingan teknis di bidang produksi tanaman pangan,
pengelolaan lahan dan amr, pe lipdungan tanaman pangan dan pembinaan pasca
panen

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluzy dan pelaporan kegiatan di bidang produksi
tanaman pangan, pengelolaan lalan dan air, perlindungan tanaman pangan dan
pembinaan pasca panen ;

d  pelaksanaan tugas lain vang diborcan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Peisal B2

Seksi Produks: Tanaman Pangan mempunyal tugas pokok menylapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelaviran teknis di bidang produksi tanaman pangan.
Seksi Pengelolaan Lahan dan Air movpunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelaviran teknis di bidang pengelolaan lahan dan air.
Seksi Pembinaan dan Pasca Paicnn mempunyai tugas pokok menyiapkan dan

merumuskan konsep pelaksanaan t.uas serta pelavanan teknis di bidang perlindungan
tanaman pangan dan pembinaan pasce canen

[aragraf 3
Bidane Kehutanan
Pusal 83

Bidang Kehutanan mempunyai tugas ~okok melaksanakan kegiatan di bidang produksi
dan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan serta perlindungan dan keamanan
hutan.

Dalam menvelenggarakan tugas polol sebagaimana dimaksud pada avar (1), Bidang

Kehutanan mempunyai fungsi .

a  penyusunan perencanaan progiurr dan Kegiatan di bidang produksi dan peredaran
hasil hutan, rehabilitasi hutan c.in ahan serta perlindungan dan keamanan hutan .

b. pelaksanaan pembinaan dan b v :ingan teknis di bidang produksi dan peredaran
hasil hutan, rehabilitasi hutan dan ahan serta perlindungan dan keamanan hutan .

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluss dan pelaporan kegiatan di bidang produksi dan
peredaran hasil hutan, rehabilites hutan dan lahan serta perlindungan dan keamanan
hutan .

d  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan tungsinya.

I'enal 84

Seksi Produksi dan Peredaran Hasi lutan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuu:. serta pelayanan teknis di bidang produksi dan
peredaran hasil hutan

Seksi Rehabilitasi Hutan dan L:ihi1 mempunyai twgas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tug:s serta pelayanan teknis di bidang rehabilitasi hutan
dan lahan
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perlindungan dan
keamanan hutan.

Parugral 4
Bidangs Perkebunan

[sal 85

Bidang Perkebunan mempunyai t(u-as pokok melaksanakan kegiatan di  bidang

pengembangan usaha, perlindungan tanaman dan produksi perkebunan

Dalam menyelenggarakan tugas polos sebagaimana dimaksud pada pasal (1), Bidang

Perkebunan mempunyai fungsi

a  penyusunan perencanaan progtur dan kegiatan di bidang pengembangan usaha,
perlindungan tanaman dan prodikst perkebunan,

b. pelaksanaan pembinaan dan timbingan teknis di bidang pengembangan usaha.
perlindungan tanaman dan produksi perkebunan:

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluis: dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan
usaha, perlindungan tanaman dan crodukst perkebunan,

d. pelaksanaan tugas lain yvang dib.r kan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Panal 86

Seksi Pengembangan Usaha Perkebuan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tucas serta pelayanan teknis di bidang pengembangan
usaha perkebunan

Seksi Perlindungan Tanaman Perkcbunan mempunyai lugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugcs serta pelayanan teknis di bidang perlindungan
tanaman perkebunan

Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelavinzn tekmis di bidang produksi perkebunan

Parzuraf 5
Bidang Peternakan

Fasal 87

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang produks:

peternakan.  kesehatan hewan  da) nasvarakat  vetennar serta pelavanan usaha

peternakan, .

Dalam menyelenggarakan tugas pokokl sebagaimana dimaksud pada pasal (1), Bidang

Peternakan mempunyai fungsi

a  penyusunan perencanaan progrzri dan kegiatan di bidang produksi peternakan,
kesehatan hewan dan masyaraka: \cterinair seria pelayanan usaha peternakan.

b, pelaksanaan pembinaan dan bim~ingan teknis di bidang produksi peternakan,
kesehalan hewan dan masyaraka s cterinair serla pelayanan usaha peternakan,

¢. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi
peternakan, keschatan hewan Jar masyarakat veterinair serta pelayanan usaha
peternakan,
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(1)

(2)

(3)

d  pelaksanaan tugas lain yang diberivan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 88

Seksi Produksi Peternakan mempuiyer tugas menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang produksi peternakan,

Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarzkic Vetennair mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksanaur lagzas serta pelayanan teknis di bidang kesehatan
hewan dan masyarakat veterinair

Seksi Pelayanan Uszha Peternakan mempunyal lugas pokok menyiapkan dan
merumpuskan konsep pelaksanaan uuas serta pelayanan teknis di bidang pelayvanan
usaha peternakan

Bagiin Kedelapan
Dinas Kelautin dan Pertkanan

Pasal 89

Susunan Orgamisasi Dinas Kelautan dan Penanan adalah

(1)

(2)

Kepala -

Sekretarat, terdiri dari :

I.  Subbagian Perencanaan .
2. Subbagian Umum

Subbagian Keuangan

Lad

Bidang Pengembangan Potensi Kelautin rerdiri dari

I Seksi Identifikasi dan Pemanfaatin Sumber Daya .
2 Seksi Pemberdayaan Masyarakar Pesisir

Bidang Pengelolaan Penangkapan lkan terdin dari -

|. Seksi Produksi dan Pengawasan I'ecangkapan |

2. Scksi Sarana dan Prasarana Penangh apan |

Bidang Pengelolaan Budidaya lkan, terdi dari

1. Seksi Produksi, Pembenihan dan "vngendalian |

2 Seksi Sarana dan Prasarana Budidaa

Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, tercliri dari

1. Secksi Bimbingan Usaha

2. Scksi Pembinaan Teknologi, Penzolahan Mutu Hasil dan Pemasaran
LUPTD ,

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 90

Dinas Kelautan dan Perikanan moempunyal tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan dan peiikanan

Dalam melaksanakan fugas pokok sebepaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kelautan
dan Perikanan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan |

32
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(2)

(h

(1)

(2)

b.  penyelenggaraan urusan pemer 1 ahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan
perikanan

pelaksanaan koordinasi dan fasiliasi di bidang kelautan dan perikanan ;

2}

d.  pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan
di bidang kelautan dan perikan: .

¢. pembinaan terhadap UPTD dalz lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;

°  pelaksanaan tugas lain vang ditciikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya

1Par agraf 1
Sehretanat
[*isal 91

Sekretariat mempunyai tugas pokek mengkoordinasikan program dan melaksanakan
perencanaan, ketatausahaan, kehuaasan,  kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
organisasi dan ketatalaksanaan, serta ov iluasi dan pelaporan

Dalam menyelenggarakan tugas pok -k sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). Sekretariat
mempunyai fungsi

a  penyusunan perencanaan dan penyoordinasian program dan kegiatan satuan kerja .

b.  pengelolaan ketatausahaan, kilwimasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
rumah tangga, organisasi dan keiaialaksanaan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan |

e. pelaksanaan tugas lain yang dibciilan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya,

Fasal 92

Subbagian Perencanaan mempunyai 'L i2as pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teinis di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan,

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tehnis i bidang pengelolaan keuangan.

Subbagian Umum mempunyai tugss pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelavanan teknis di bidang Kketatausahaan, kehumasan.
kepegawaian, perlengkapan, organisasi ('an ketatalaksanaan

Pararaf 2
Bidang Pengembanizan Potensi Kelautan
['233] 93

Bidang Pengembangan Potensi Keliitan mempunyai tugas pokok melaksanakan
inventarisasi, identifikasi, eksploinsi  dan  eksploitasi, konservasi, pelestarian,
perlindungan, pengawasan dan rehabilizasi sumber daya laut serta pemberdayaan dan
penguatan masvarakat pesisir

Dalam menyclenggarakan tugas pokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pengembangan Potensi Kelautan men punyai fungsi

a  penyusunan perencanaan progiain dan kegiatan di bidang idenufikasi  dan
pemanfaatan sumberdaya kelautiwr dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat
pesisir |

b.  pelaksanaan pembinaan dan bimbi 1 zan teknis di bidang identifikasi dan pemanfaatan
sumberdaya kelautan dan perikanin serta pemberdayaan masyarakat pesisir ;

aow
i
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(1)

(1)

(Z)

(1)

¢. pelaksanaan pengawasan. evallas dan pelaporan kegiatan di bidang identifikasi dan
pemantaatan sumberdaya kelaulin dan perikanan serta pemberdayaan masyarakat
pesisir ;

d  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Misal 94

Seksi Identifikasi dan Pemantaatan su mber Daya mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksanzan tugas serta pelayanan tcknis di  bidang
inventarisasi  dan identifikasi.  ckeplorasi, eksploitasi, konservasi, pelestarian.
pemberdayaan, pengawasan dan rehabilitasi sumber dava kelautan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisit mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang  pemberdayaan
masyarakat pesisir,

Peragraf 3
Bidang Pengelclaan Penangkapan [kan
Pzsal 95

Bidang Pengelolaan Penangkapan lkan mempunvai tugas pokok melaksanakan
pengelolaan penangkapan ikan |

Dalam menyelenggarakan tugas poliol sebagaimana dimaksud pada avar (1), Bidang
Pengelolaan Penangkapan tkan mempurvai fungsi :

a  penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang produksi dan pengawasan
penangkapan serta pengelolaan siuiina dan prasarana penangkapan ikan |

b pelaksanaan pembinaan dan bimicingan teknis di bidang di bidang produksi dan
pengawasan  penangkapan soit4 pengelolaan sarana dan prasarana penangkapan
ikan |

pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang di bidang
produksi dan pengawasan peningkapan serta pengelolaan sarana dan prasarana
penangkapan ikan |

[

d  pelaksanaan tugas lain yang dibesik an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pasal 96

Seksi Produksi dan Pengawasan Penan.kapan mempunyai wgas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuwa. serta pelayanan teknis di bidang produksi dan
pengawasan penangkapan ikan

Seksi Sarana dan Prasarana Penanczlapan mempunyal lugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuuas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan
sarana dan prasarana penangkapan ikan

Parazral 4
Bidang Pengelolzan Budidaya lkan
Pasal 97

Bidang Pengelolaan Budidaya Tkan meripunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan
budidaya ikan, meliputi produksi, pemnbenihan, pengendalian sarana dan prasarana
budidaya ikan,
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(2)

(n

(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokos sebagaimana dimaksud pada avat (1), Bidang

Pengelolaan Budidava lkan mempunya fungsi

a  penvusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang produksi, pembenihan dan
pengendalian hasil serta sarana dun prasarana budi daya ikan,

b pelaksanaan pembinaan dan bimbmgan tekms di bidang di bidang produksy,
pembenihan dan pengendalian has serta sarana dan prasarana budi daya ikan;

¢ pelaksanaan pengawasan. cvaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang produksi.
pembenihan dan pengendalian has:' serta sarana dan prasarana budi daya ikan,

d  pelaksanaan tugas lain yang dibeikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva

I*asul 08

Seksi Produksi. Pembenihan dan Pengcndalian mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tuees serta pelayanan teknis di bidang  produksi.
pembenihan dan pengendalian

Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya lkan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugzs serta pelayanan teknis di bidang pembinaan serta
pengembangan sarana dan prasarana buclidaya

Puragraf S
Bidang Bina [ ¢zha dan Pemasaran

Pazal 9Q

Bidang Bina Usaha dan Pemasaran mempunyal tugas pokok melaksanakan pengelolaan

perijinan, bimbingan usaha, verifikzei produksi, pembinaan teknologl, pelayanan,

pengolahan mutu hasil dan pemasarain

Dalam menyelenggarakan tugas poloh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Bina Usaha dan Pemasaran mempuny i [ungsi .

a  penyusunan perencanaan progrsm dan kegiatan di bidang perijinan dan bimbingan
usaha serta pembinaan teknolog: pengolahan mutu hasil dan pemasaran |

b pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang perijinan dan bimbingan
usaha serta pembinaan teknolog! pengolahan mutu hasil dan pemasaran .

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluisi dan pelaporan kegiatan di bidang perijinan dan
bimbingan usaha serta pembinain eknologi, pengolahan mutu hasil dan pemasaran;

d  pelaksanaan tugas lain yang dibenkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan lungsinya.

Fusal 100

Seksi Perijinan dan Bimbingan [ sina  mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perijinan dan
bimbimgan usaha.

Seksi Pembinaan Teknologi. Pengolih:n Mutu Hasil dan Pemasaran mempunyai tugas
pokok menyiapkan dan merumuskan «onsep pelaksanaan rugas serta pelayanan teknis di
bidang pembinaan teknologi, pengolahun mutu hasil dan pemasaran
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Bagian kesembilan
Dinas Kebudayuan dan Pariwisata
[asal 101

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri dan

{a)
(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(n

Kepala ,
Sekretanat, terdir dan

1. Subbagian Perencanaan |

[

Subbagian Keuangan |

ad

Subbagian Uimum |
Bidang Seni dan Budaya, terdiri dart

| Seksi Kesenian dan Pengembanczan Nilai Budaya |

2 Scksi Sejarah dan Purbakala.
Bidang Pengembangan Panwisata, ter dii1 dari

| Seksi Penggalian dan Pengelolaar Potensi Parmwisata ;
2 Seksi Promosi Pariwisata.
Bidang Pengembangan Sarana dan Usaha Pariwisata, terdiri dari
| Seksi Peningkatan Sarana Pariwiszia |

2 Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pariwisala,
UPTD;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 102

Dinas Kebudayaan dan Pariwisal2 (mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan <4 pariwisala.

Dalam menyelenggarakan tugas pokos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata mempunyal fungsi
perumusan kebijakan teknis di I ciing kebudayaan dan panwisata |
b penyelenggaraan urusan pemermahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan
dan pariwisata,
pelaksanaan koordinasi dan fasilitzsi di bidang kebudayaan dan pariwisata,

pelaksanaan penvusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan
di bidang kebudayaan dan pariw saia,

w

pembinaan lerhadap UPTD dalam lingkup Dinas Kebudavaan dan Pariwisata.

. pelaksanaan tugas lain vang dizenkan coleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Parugrafl 1
Sekretariat

Pasal 103

Sekretarial mempunyai tugas pokol mengkoordinasikan program dan melaksanakan
perencanaan. ketatausahaan, kehumasdn kepegawian, keuangan, perlengkapan, organisasi
dan ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan
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(2)

Dalam menyelenggarakan tugas polok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat

mempunyai fungsi

a. penyusunan perencanaan dan poogoordinasian program dan kegiatan satuan kerja |

b pengelolaan ketatausahaan, kchumasan, kepegawaian. keuangan, perlengkapan,
rumah tangga, organisas) dan ketatalaksanaan
pelaksanaan evaluasi dan pelaporen ;

d  pelaksanaan tugas lain yang diteiikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Peeal 104

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tzhiis di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan

Subbagian Keuangan mempunyal lugeas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tekn s di bidang pengelolaan keuangan

Subbagian Umum mempunyai tucis pokok menyiapkan dan merumuskan konsep

pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kelatausahaan. kehumasan,
kepegawaian, perlengkapan, orgamisasi (lan ketatalaksanaan.

Parigral 2
Bidang Seri dan Budaya

I'asal 105

Bidang Seni dan Budaya mempunyai “.gas pokok melaksanakan kegiatan kesenian dan

pengembangan nilai budaya serta pelesiirian sejarah dan purbakala.

Dalam menyelenggarakan tugas pokck sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Seni

dan Budaya mempunyai fungsi

a  penyusunan perencanaan prognin dan keglatan di bidang pengembangan seni dan
nilai budaya serta pelestarian sejuri 1 dan purbakala |

b pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan seni dan
nilai budaya serta pelestarian sejarch dan purbakala ;

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluisi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan
sent dan milar budaya serta pelesta an sejarah dan purbakala .

d  pelaksanaan tugas lain yang dibe-il an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pusal 106

Seksi Kesenian dan Pengembangan Nilii Budaya mempunvai tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang kesenian dan
pengembangan nilai budava

Seksi Sejarah dan Purbakala mempurvai tugas pokok menyigpkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelivanan teknis di bidang  pelestarian sejarah dan
purbakala.
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(1)

(2)

()

(2)

(1)

(2)

‘eragral 3
Bidang Penyotibangan Pariwisata
Pisal 107

Bidang Pengembangan Pariwisata mempunyal tugas pokok melaksanakan kegiatan

pengaalian dan pengelolaan potensi pa-iwisata serta promosi pariwisata

Dalam menyelenggarakan tugas pchor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pengembangan Pariwisala mempunvzi tingsi

a  penyusunan perencanaan prozam  dan kegiatan di bidang pengpalian dan
pengelolaan potensi pariwisata serta promosi pariwisata |

b.  pelaksanaan pembinaan dan bir b ingan tekmis di bidang penggalian dan pengelolaan
potensi pariwisata serta promosi piriwisata |

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluusi dan pelaporan kegiatan di bidang pengealian dan
pengelolaan potensi pariwisata serla promosi pariwisata |

d  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pasal 108

Scksi  Penggalian dan Pengelolazn  Potensi Pariwisala mempunyai tugas pokok
menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan tekms di bidang
penggalian dan pengelolaan potensi pariwisata.

Seksi Promosi Pariwisata mempunya: ~1gas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tekiis di bidang  promosi pariwisata.

Paragraf 4
Bidang Pengembangan Sirana dan Usaha Pariwisata
Pasal 109

Bidang Pengembangan Sarana dia- 1Usaha Pariwisata  mempunyai tugas pokok

melaksanakan kegiatan pengembangar sarana dan usaha pariwisata

Dalam menyelenggarakan tugas pokos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pengembangan Sarana dan Usaha Parjw isata mempunyai fungsi

a  penyusunan perencanaan prog-an dan kegiatan di bidang peningkatan sarana
pariwisala serta kerjasama dan penzembangan pariwisata

b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang peningkatan sarana
pariwisata serta kerjasama dan pergembangan pariwisata

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluusi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
sarana pariwisata serta kerjasami dan pengembangan pariwisata .

d  pelaksanaan tugas lain vang diberitan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pase! 110

Seksi  Peningkatan Sarana Pariwisela mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang peningkatan
sarana pariwisata.

Seksi Kerjasama dan Pengembangan I'a-wisata mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tugss serta pelayanan teknis di bidang kerjasama dan
pengembangan pariwisata.

A8
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Bagiin <esepuluh
Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Pasal 111

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Penge ¢ dan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dan

(a)
(b)

(d)

(e)

(f)

()

(h)

()

(1)

{2)

Kepala ,
Sekretariat, terdirn dari

—

Subbagian Perencanaan ,

(]

Subbagian Keuangan |
3 Subbagian Umum |
Bidang Pendapatan, terdir dari
1. Seksi Pajak dan Retribusi |
2. Seksi Pendapatan lain-lain
Bidang Anggaran, terdiri dari
1. Seksi Anggaran |
2 Seksi Evaluasi dan Pengendaliar
Bidang Perbendaharaan dan Gaji, terchiri dari
I.  Seksi Perbendaharaan |
2 Seksi Gap
Bidang Akuntansi dan Pelaporan. terdiri dari
I Seksi Akuntansi |
2 Seksi Pelaporan
Bidang Kas Daerah, terdiri dari
L. Seksi Penenmaan |
2. Seksi Pengeluaran
Bidang Aset Daerah, terdin dari -
I Seksi Analisa Kebutuhan
2. Seksi Pengelolaan dan Penghap Jsan.
UPTD;

Kelompok Jabatan Fungsional
PPasal 112

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keua gan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan di b dang pendapatan, pengelolaan keuangan. dan aset
daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pchos sebagaimana dimaksud pada avat (1), Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan d:r Aset Daerah mempunyai fungsi |

a  perumusan kebijakan teknis di hidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah |

b. pelaksanaan pelayanan penunjarye penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang
pendapatan, pengelolaan keuancen dan aset daerah |

¢ pelaksanaan penyusunan rencana clan program, monitoring dan evaluasi di bidang
pendapatan, pengelolaan keuancan dan aset daerah .

d  penyusunan dan pelaksanaan <chijakan pengelolaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah .
19
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(1)

(2)

e penyusunan rancangan anggardai pendapatan dan belanja daerah dan rancangan
perubahan anggaran pendapati dan belanja daerah |

f  penyusunan laporan keuangan ving merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belan|a laerah

pelaksanaan koordinasi dan fasi tasi pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset

daerah .

h  pelaksanaan tugas lain yang dibe ikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

L=

[Maragrat |
Szliretaniat

Pasal 113

Sekretariat mempunyai tugas pokos mengkoordinasikan program dan melaksanakan
perencanaan, ketatausahaan, kehunizsan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
organisasi dan ketatalaksanaan serta <vzluasi dan pelaporan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretanat
mempunyai fungsi

a.  penyusunan perencanaan dan pengoordinasian program dan kegiatan satuan kerja |

b. pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, Kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
rumah tangga, organisasi dan ketasalaksanaan;

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan -

d. pelaksanaan tugas lain vang diber han oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pasal 114

Subbagian Perencanaan mempunyar luzas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan t2kms di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluast dan pelaporan.

Subbagian Keuangan mempunyal tucis pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tek 15 di bidang pengelolaan keuangan.

Subbagian Umum mempunyai tucas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan,
kepegawaian. perlengkapan, organisasi dan ketaralaksanaan

Maragraf 2
Bidar ¢ Pendapatan
asal 115

Bidang Pendapatan mempunyai tugrs pokok melaksanakan kegiatan penarikan pajak.
retribusi dan pendapatan lain-lain

Dalam menyelenggarakan tugas pokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pendapatan mempunyai fungsi

a  penyusunan perencanaan prograt dan kegiatan di bidang peningkatan penarikan
pajak, retribusi dan pendapatan l.1in-lain.

b pelaksanaan pembinaan dan bimcingan teknis di bidang peningkatan penarikan
pajak, retribusi dan pendapatan liin-lain,
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(1)

(2)

(h

(2)

(1)

(2)

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluis/ dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan
penarikan pajak, retnbusi dan pen fupatan lain-lain,

d. pelaksanaan tugas lain yang diborikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

Pasal 116

Seksi Pajak dan Retribusi mempuny ii 1ugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelavanan chuis di bidang peningkatan penarikan pajak dan
retribusi.

Seksi Pendapatan Lain-lain mempun+a tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan telinis di bidang peningkatan pendapatan lain-lain

"aragraf 3
Bidzne Anggaran
Pasal 117

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang anggaran,

meliputi penyusunan rancangan ang:aran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan

anggaran pendapatan dan belanja dicrah serta melaksanakan kegiatan evaluasi dan

pengendalian terhadap pelaksanaan ancsaran pendapatan dan belanja daerah

Dalam menyclenggarakan tugas pobol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Anggaran mempunyar fungsi

a  penyusunan perencanaan progrur dan kegiatan di bidang perencanaan anggaran,
evaluasi dan pengendalian pelak<arnaan angparan ;

b pelaksanaan pembinaan dan bim~ingan teknis di bidang perencanaan anggaran,
evaluasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran ;

¢ pelaksanaan pengawasan, evalua. dan pelaporan kegiatan di bidang perencanaan
angearan, evaluasi dan pengendii'ian pelaksanaan anggaran .

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberican oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 118

Seksi Anggaran mempunyai  tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan tes s di bidang  penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan piiubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Seksi Evaluasi dan Pengendalian memyunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan lugas serta peliviian teknis di bidang evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan anggaran.

Parauraf 4
Bidang Perberdaharaan dan Gaji
PPasal 119

Bidang Perbendaharaan dan Gaji mzupunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di
hdang perbendaharan dan gaji.

Dalam menyelenggarakan tugas pokiot sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Perbendaharaan dan Gaji mempunya: 11 1usi

a4  penyusunan perencanaan prograin .an kegiatan di bidang perbendaharaan dan gaji ;

4
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(1)

(2)

(1)

b pelaksanaan pembinaan dan birrlyiizan teknis di bidang perbendaharaan dan gaji |

¢ pelaksanaan pengawasan. evaluas dan pelaporan kegiatan di bidang perbendaharaan
dan gaji ,

d. pelaksanaan tugas lain yang diber kan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya ;

“asal 120

Seksi Perbendaharaan mempunyai ~uzas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan (cinis di bidang proses penerbitan surat perintah
membayar (SPM) dan pengelolaan ad v nistrasi anggaran daerah.

Scksi Gaji mempunyai tugas pokek menyiapkan dan merumuskan konsep pelaksanaan
tugas serta pelavanan teknmis di bidare proses penerbitan daftar gaji, Surat Perintah
Membayar (SPM) gaji dan pengelolain pengeluaran gaji,

Paragraf 5
Bidang Akurransi dan Pelaporan

[*asal 121

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunvai tugas pokok melaksanakan kegiatan di
bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Dalam menyvelenggarakan tugas po«ch sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi

a, penyusunan perencanaan progran dan kegiatan di bidang akuntansi dan pelaporan ;

b pelaksanaan pembinaan dan bimtingan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan :

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluis dan pelaporan kegiatan di bidang akuntansi dan
pelaporan |

d  pelaksanaan tugas lain yang diberik an oleh Kepala Dinas sesuar dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 122

Seksi Akuntansi mempunyai tugas pobok melaksanakan menviapkan dan merumuskan
konsep pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang penyusunan pencatatan
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Seksi Pelaporan  mempunvai lug:s pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan (cvnis di bidang penyusunan laporan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanmja Dacrah

Paragral 6
Bidane Kas Daerah

Pasal 123

Bidang Kas Dacrah mempunyai tugzs rokok melaksanakan penerimaan dan pengeluaran
kas daerah serta melaksanakan admiiistrasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan
pengelolaan kas daerah
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(2)

(1)
(2)

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada avat (1), Bidang Kas

Dacrah mempunyai fungsi

a. penyusunan perencanaan progiaim dan kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas
daerah .

b, pelaksanaan pembinaan dan Tnimoingan teknis penerimaan dan pengeluaran Kas
daerah |

¢. pelaksanaan pengawasan, evialuzsi dan pelaporan kegiatan penerimaan  dan
pengeluaran kas daerah ;

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberi<an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsmya.

I*azal 124

Seksi Pencrimaan mempunyai lusas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelavanan ieknis penerimaan  pendapatan daerah dan
melaksanakan administrasi penerimain «as daerah

Seksi Pengeluaran mempunvai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan lckies di bidang pengeluaran sebagai belanja daerah
dan mclaksanakan administrasi pengeivaran/ belanja daerah.

Paragraf 7
Bidang “set Daerah

Pasal 125

Bidang Aset Daerah mempunyai tugis pokok melaksanakan pengelolaan aset daerah

Dalam menyelenggarakan tugas pokos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aset
Daerah mempunyai fungsi -

penyusunan perencanaan progrzin idan kegiatan pengelolaan aset daerah ;

d
b pelaksanaan pembinaan dan binio i ngan teknis pengelolaan aset daerah .

¢.  pelaksanaan pengawasan, evaluas dan pelaporan kegiatan pengelolaan aset daerah ;
d  pelaksanaan tugas lain yang dibzr «an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok

dan tungsinya
Pasal 126

Seksi Analisis Kebutuhan, Pengadaar dan Distribusi mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan mcrumuskan konsep pelaksanzin tugas serta pelavanan teknis di bidang analisis
kebutuhan, pengadaan dan distribusi aset daerah

Scksi Inventarisasi. Pemeliharaan dan Penghapusan mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksanaan tigas inventarisasi, pemeliharaan dan penghapusan
aset daerah,

Bagian Kesebelas
Dinas Kependuduksan dan Pencatatan Sipil

Pasal 127

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan da 1 Pencatatan Sipil, terdiri dari

(a)
(b)

Kepala .

Sekretanat. terdiri dari -
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(¢)

(d)

(e)

(r
(g)

(h

(2)

1. Subbagjan Perencanaan |

[rad

Subbagian Keuangan ;

Subbagian Umum ,

L]

Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri clari .

I.  Seksi Pelayanan Pendallaran Ponduduk ;

2 Seksi Pengolahan Data Pendatiirin Penduduk |

3. Seksi Mutasi dan Pelaporan Data Penduduk
Bidang Pencatatan Sipil, terdin dari

. Scksi Pelayanan Akta Catatan Sipil |

2 Seksi Pencatatan dan Penerbitan Akta Catatan Sipil,
3 Seksi Dokumentasi Akta Catatzn Supil
Bidang Pengkajian dan Penyuluhan kezrendudukan, terdiri dari -
1. Seksi Pengkajian dan Koordinasi Kependudukan ;
2. Seksi Penyuluhan dan Pembinain Kependudukan.
UPTD,

Kelompok Jabatan Fungsional
Paszl 128

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang kependudukar fan catatan sipil.

Dalam menyelengaarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil meimpunyai fungsi

a. perumusan kebijakan teknis di Fidang kependudukan dan catatan sipil ;

b penyelenggaraan urusan perierintahan  dan pelayanan umum di  bidang
kependudukan dan catatan sipil

5]

pelaksanaan koordinasi dan fasi'i14s1 di bidang kependudukan dan catatan sipil

pelaksanaan penyusunan rencarca dan program. monitoring, evaluasi dan pelaporan
di bidang kependudukan dan cataizn sipil |

e pembinaan terthadap UPTD daam lingkup tugas Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ,

f. pelaksanaan tugas lain vang dilerkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya

Paragrat’ |
Sckrstariat

Pisul 129

Sekretariat mempunyai tugas pokol mengkoordinasikan program dan melaksanakan
perencanaan. ketatausahaan, kehunasan.  kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
organisasi dan ketatalaksanaan serta e.al iasi dan pelaporan |

Dalam menyelenggarakan tugas pokck sebagaimana dimaksud pada avat (1), Sekretariat
mempunyai fungsi

a.  penyusunan perencanaan dan pengoordinasian program dan kegiatan satuan kerja :

b, pengelolaan ketatausahaan, kehuriasan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,
rumah tangga, argantsasi dan ketal: laksanaan;

¢ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan |

A4
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(h

d. pelaksanaan tugas lain vang dib2r kan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

I'enal 130

Subbagian Perencanaan mempunyai tuzas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang perencanaan program dan kegiatan,
evaluasi dan pelaporan

Subbagian Keuangan mempunyai tuzis pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanan teknis di bidang pengelolaan keuangan.

Subbagian [mum mempunyai fugas pokok menyiapkan dan merumuskan konsep
pelaksanaan tugas serta pelayanen teknis di bidang ketatausahaan, kehumasan,
kepegawaian, perlengkapan, organiszsi dan ketatalaksanaan.

Parugraf 2
Bidang Pendafiaran Penduduk

asal 151

Bidang Pendaftaran Penduduk  mewpunvai tugas pokok melaksanakan kegiatan
pelayaanan dan pengolahan data pendallaran penduduk serta mutasi dan pelaporan data
penduduk

Dalam menyelenggarakan tugas poxch sebagaimana dimaksud pada avat (1). Bidang

Pendaliaran Penduduk mempunyai thincsi -

a4 penyusunan perencanaan procram dan kegiatan pelayanan dan  pengolahan
pendaftaran penduduk, mutasi s:ma pelaporan data penduduk |

b. pelaksanaan pembinaan dan himbingan leknis pelayanan dan  pengolahan
pendaftaran penduduk. mutasi s:ru pelaporan data penduduk.

pelaksanaan pengawasan, eviluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan dan
pengolahan pendaftaran pendud.k. mutasi serta pelaporan data penduduk,

L]

d  pelaksanaan tugas lain yang diber lian oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya.

Pasal 132

Seksi Pelayanan Pendafiaran Pendicduk mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan (uizas serta pelavanan teknis pelayanan pendafiaran
penduduk.

Seksi Pengolahan Data Pendattaran 'enduduk mempunyai tugas pokak menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan cusas serta pelayanan tekmis pengolahan data
pendattaran penduduk

Seksi Mutasi dan Pelaporan Data Penouduk mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan 1ugas serta pelayanan teknis proses mutasi dan
pclaporan data penduduk

Parnzraf 3
Bidang Percatatan Sipil

Pasal 133

Bidang Pencatatan Sipil  mempurvi tugas pokok melaksanakan kegiatan proses
pencatatan sipil

35
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(2)

=2

Dalam menyelenggarakan tugas pokos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pencatatan Sipil mempunyat tungsi

d. penyusunan perencanaan progiai dan kegiatan pelayanan pencatatan, penerbitan
dan dokumentasi akta catatan s pil |

b,  pelaksanaan pembinaan dan Dinoingan teknis pelayanan, pencatatan, penerbitan
dan dokumentasi akta catatan sl |

¢.  pelaksanaan pengawasan, eva, i dan pelaporan kegiatan pelayvanan, pencatatan.
penerbitan dan dokumentasi akii catatan sipil |

d pelaksanaan tugas lain vang diberiban oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya

a=il 134

Seksi Pelayanan Akta Catatan Sipo mempunyai tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tucds serta pelavanan teknis pelavanan akta cataran
sipil.

Seksi Pencatatan dan Penerbitan Aki: Catatan Sipil mempunyai tugas pokok menviapkan
dan merumuskan konsep pelaksancan tugas serta pelayanan teknis pencatatan dan
penerbitan akta catatan sipil

Seksi Dokumentast Akta Catatan Sipil mempunyal tugas pokok menyiapkan dan
merumuskan konsep pelaksanaan tusis serta pelayanan tekms pendokumentasian akta
catatan sipil.

"4 wral’ 4
Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Kependudukan

Pazal 135

Bidang Pengkajian dan Penyuluhan Kipendudukan mempunyal tugas pokok melakukan

pengkajian dan penyuluhan kependucinan

Dalam menyelenggarakan tugas porcl. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Pengkajian dan Penyuluhan Kependudi (an mempunyai fungsi

a  penyusunan perencanaan progrum Jan kegiatan pengkajian, koordinasi, penyuluhan
dan pembmaan kependudukan .

b pelaksanaan pembinaan dan bioingan teknis pengkajan, koordinasi, penvuluhan
dan pembinaan kependudukan

¢ pelaksanaan pengawasan, evaluas dan pelaporan kegiatan pengkajian, koordinasi,
penyuluban dan pembinaan kepnidudukan |

d  pelaksanaan tugas lain vang diberi<an oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinva

Pasal 136

Seksi Pengkajian dan Koordinasi Kependudukan mempunyai tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksanazn ugas serta pelayanan tekmis kegiatan pengkajan
dan koordinasi kependudukan

Seksi Penyuluhan dan Pembinaan kependudukan mempunyal tugas pokok menyiapkan
dan merumuskan konsep pelaksanaan wigas serta pelavanan tekms kegiatan penyuluhan
dan pembinaan kependudukan

<h
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Pasal 143
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tang.al ditetapkan

Agar setiap orang mengelahuinya. memeririalikan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupate- Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 September 200¢
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Dwndangkan di Pemalang
Pada tanggal 26 September 2008

Flt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
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BERITA DAERAH KABUPATEN PEMAL ANG TAHUN 2008 NOMOR 53
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